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DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah

Pesekjen DPR RI Nomor : 01A/PER-SEKJEN/2010 tentang Pedoman Pengawasan
Pesekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018

Pesekjen DPR RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kode Etik Auditor
Pesekjen DPR RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

Pesekjen DPR Rl Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi

Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1486/SEKJEN/2017 tentang Pembentukan Unit
Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL)
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KETENTUAN UMUM

suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian
apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah
dilakukan sesuai dengan rencana semula.
Kegiatan pengawasan pada dasarnya
membandingkan kondisi yang ada dengan yang
seharusnya terjadi

Pengawasan Intern adalah seluruh proses
kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnya berupa
asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan
sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan
secara efektif dan efisien untuk kepentingan
pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan
yang baik

Pengawasan di Lingkungan Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian DPR Rl adalah proses
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin tata
kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

keputusan di bidang pengawasan yang diambil

oleh manajemen dan dijadikan sebagai
pedoman bagi seluruh anggota organisasi
APIP dalam melaksanakan tugas-tugas
pengawasannya.
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Sekretaris Jenderal dan Kepala Badan Keahlian
DPR RI merupakan aparatur pemerintah yang
dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di

P E N GAWASA N bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan
intern di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI.
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Auditi adalah orang atau instansi pemerintah
yang diaudit oleh Auditor.
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TUJUAN
PENGAWASAN

Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;

Mengawasi perilaku menyimpang (disfunctional behavior) aparat
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI melalui
pengawasan dan penyelidikan (investigation).
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MONITORING DAN
EVALUASI KEGIATAN AUDITI

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap triwulan terhadap kegiatan auditi.

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan
kegiatan di unit kerja sesuai dengan yang direncanakan output dan penyerapan
anggarannya.

Penugasan monitoring dan evaluasi dilakukan setelah triwulan yang bersangkutan
berakhir.

Laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada auditi paling lambat 15
hari sejak penugasan.

Rekomendasi diarahkan pada pencapaian target output sesuai dengan yang
direncanakan dan penyerapan anggarannya minimal 90% sampai akhir tahun
anggaran.
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TINDAK LANJUT HASIL
PENGAWASAN

« Pimpinan Auditi wajib melaksanakan tindak lanjut hasil
pengawasan yang dilakukan oleh pengawas eksternal
maupun internal.

 Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal
diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

* Inspektorat Utama melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil
pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan Auditi.




INSPERTORAT

Hegiatan

KEGIATAN PENGAWASAN

1. Audit Kinerja
2. Audit Keuangan 1.Reviu RKA DPR 5.Reviu Penghematan

3. Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Reviu LK DPR 6.Reviu LK BMN
3.Reviu Lelang Pra-DIPA 7.Reviu LKj
4 Reviu Revisi Anggaran

1.Evaluasi SAKIP
2.Evaluasi Renstra

1.Pemantauan TLHP BPK

2.Pemantauan TPKN

3.Pemantauan Hasil Pengawasan Intern
4.Pemantauan disiplin Pegawai
5.Pemantauan Penghapusan Aset
6.Pengelolaan LHKASN
7.Pengelolaan LHKPN

1.Pendampingan Auditi 4. Konsultansi
2.Sosialisasi 5. Pengawal RB
3.Asistensi 6. Penegak In‘regr'l‘ras

",_.
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PENGAWASAN

Rencana Kebutuhan Barang
Milik Negara (RKBMN);

Penyusunan Laporan
Keuangan DPR RiI;

Tindak lanjut rekomendasi
hasil pengawasan eksternal
dan internal;

Pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern (SPI);

Pengadministrasian atau Peningkatan pelaksanaan

Eszrfgu;;gﬂaﬁ?t dan Reformasi Birokrasi;

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
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Pengawalan Kebijakan Strategis
Setjen dan BKD
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Penguatan Tata Kelola
Pengawasan

Penguatan Kompetensi SDM Ittama
dan Pemberdayaan SPI

Meningkatkan Nilai
Reformasi Birokrasi

Mendorong terwujudnya
Good Governance & Clean Governance

Prioritas Pengawa%
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ASPEK

PENGAWASAN

 Auditor yang berkualifikasi dan ditingkatkan pengetahuan dan
keterampilannya setiap tahun dengan berbagai pelatihan yang
mendukung.

 Pembaharuan Regulasi di Bidang Pengawasan secara
periodik.

» Peran Inspektorat Utama yang independen.

* Transparansi mekanisme pelaksanaan pengawasan melalui
teknologi informasi yang mudah diakses oleh Pimpinan APIP
dan Auditi (SIMAWAS).

« Adanya Action Plan dan Cash Planning per-bulan.

» Penilaian Kinerja yang berfungsi sebagai solusi pada setiap
masalah unit kerja.







